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ABSTRACT 

Personal data breaches in the digital era require synchronization between the Personal Data Protection Law and 

the Indonesian Civil Code to ensure effective civil liability and the protection of individual rights.This article aims 

to analyze the civil liability arising from personal data breaches, examine the existing disharmony between the UU 

PDP and KUHPer, and propose solutions for a more progressive and adaptive synchronization of civil law. The 

research method used is a normative approach with a juridical-comparative analysis. The study results indicate 

that while the UU PDP has regulated the right to compensation, the mechanisms and standards for proving claims 

remain ambiguous and heavily rely on the accountability system in KUHPer, which is less responsive to the 

dynamics of digital issues. These findings highlight the need for a reformulation of the legal framework to more 

effectively address the challenges of personal data protection. 
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ABSTRAK 

Kebocoran data pribadi di era digital memerlukan sinkronisasi antara Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi 

dan KUH Perdata untuk memastikan tanggung jawab perdata yang efektif dan perlindungan hak individu. Artikel 

ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab perdata yang timbul akibat kebocoran data pribadi, menelaah 

disharmonisasi yang ada antara UU PDP dan KUHPer, serta menawarkan solusi untuk sinkronisasi hukum perdata 

yang lebih progresif dan adaptif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis 

yuridis-komparatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun UU PDP telah mengatur hak atas ganti rugi, 

mekanisme dan standar pembuktiannya masih ambigu, serta sangat bergantung pada sistem pertanggungjawaban 

dalam KUHPer yang kurang responsif terhadap dinamika isu digital. Temuan ini menyoroti perlunya reformulasi 

kerangka hukum untuk menghadapi tantangan perlindungan data pribadi secara lebih efektif. 
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PENDAHULUAN 

Di era digital ini, data pribadi telah menjadi aset berharga sekaligus rentan. Peningkatan 

eksponensial dalam pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data pribadi oleh berbagai organisasi, 

baik publik maupun swasta, telah meningkatkan risiko terjadinya kebocoran data. Kebocoran data pribadi 

dapat menimbulkan kerugian yang signifikan bagi individu, termasuk kerugian finansial, reputasi, dan 

psikologis. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi menjadi isu krusial yang memerlukan perhatian 

serius dari berbagai pihak. 

Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data 

Pribadi (UU PDP) sebagai landasan hukum untuk melindungi data pribadi warga negara. UU PDP mengatur 

berbagai aspek pengelolaan data pribadi, mulai dari hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor 

data, hingga sanksi bagi pelanggaran. Namun, implementasi UU PDP tidak dapat dilepaskan dari kerangka 

hukum perdata yang telah ada, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang 

mengatur tentang perbuatan melawan hukum dan tanggung jawab perdata. 

KUH Perdata, sebagai hukum perdata umum, menyediakan dasar bagi tuntutan ganti rugi akibat 

perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata). Dalam konteks kebocoran data pribadi, pertanyaan 

yang muncul adalah bagaimana ketentuan dalam UU PDP dapat disinkronisasikan dengan prinsip-prinsip 

tanggung jawab perdata dalam KUH Perdata. Apakah kebocoran data pribadi secara otomatis dapat 

dianggap sebagai perbuatan melawan hukum? Bagaimana cara membuktikan kerugian yang timbul akibat 

kebocoran data pribadi? Dan bagaimana mekanisme ganti rugi yang adil bagi korban kebocoran data 

pribadi? 

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi antara UU PDP dan KUH Perdata dalam 

konteks tanggung jawab perdata akibat kebocoran data pribadi. Artikel ini akan mengkaji elemen-elemen 

penting dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut, serta mencari titik temu dan potensi konflik 

di antara keduanya.  

Pengaturan tanggung jawab perdata terhadap kebocoran data pribadi di Indonesia diatur dalam 

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH 

Perdata). UU PDP memberikan kerangka hukum yang mengatur hak dan kewajiban pengendali data, serta 

sanksi bagi pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi individu. Sementara itu, KUH Perdata, 

khususnya Pasal 1365, mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang dapat digunakan sebagai dasar 

untuk tuntutan ganti rugi. Namun, terdapat hambatan dalam sinkronisasi antara kedua perangkat hukum ini, 

seperti perbedaan pendekatan antara UU PDP yang bersifat administratif dan KUH Perdata yang lebih 

substantif, serta kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat dan pelaku bisnis. Untuk merespons 

perkembangan isu perlindungan data pribadi, arah reformulasi hukum perdata perlu dilakukan dengan 

memperbarui ketentuan yang ada agar lebih relevan dengan tantangan era digital, termasuk pengembangan 

mekanisme hukum yang lebih efektif untuk penanganan kasus kebocoran data dan peningkatan edukasi 

mengenai tanggung jawab hukum dalam pengelolaan data pribadi. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

Teori perlindungan hukum 

Teori Perlindungan Hukum berfokus pada upaya untuk melindungi hak-hak individu dan 

masyarakat dari pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain, termasuk pemerintah dan korporasi. Menurut 

Soerjono Soekanto, perlindungan hukum mencakup dua aspek utama: tindakan preventif dan penegakan 

hukum. Tindakan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan penegakan 

hukum bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelanggar dan memulihkan hak-hak yang dirugikan. 

Dalam konteks perlindungan data pribadi, teori ini menekankan pentingnya memiliki regulasi yang 

komprehensif dan mekanisme penegakan hukum yang efektif. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa 

tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai, individu akan rentan terhadap penyalahgunaan data 

pribadi mereka. Misalnya, penelitian oleh Junaidi (2022) menunjukkan bahwa tanpa adanya undang-

undang yang jelas, banyak individu yang mengalami kerugian akibat kebocoran data dan tidak memiliki 

saluran hukum untuk meminta ganti rugi. 

 

Tanggung jawab perdata (Civil Liability) 

Tanggung jawab perdata adalah kewajiban hukum individu atau entitas untuk mengganti kerugian 

yang ditimbulkan akibat tindakan yang merugikan pihak lain. Menurut Subekti, tanggung jawab perdata 

muncul dari perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian. Dalam konteks kebocoran data 

pribadi, tanggung jawab perdata menjadi penting karena individu yang mengalami kebocoran data dapat 

mengalami kerugian finansial, emosional, dan reputasi. 

Dalam prakteknya, tanggung jawab perdata diukur berdasarkan prinsip kesalahan (culpa), di mana 

pihak yang dianggap bersalah harus membuktikan bahwa mereka tidak melakukan kesalahan dalam 

pengelolaan data. Namun, dalam kasus kebocoran data, sering kali sulit untuk menentukan kesalahan, 

terutama ketika melibatkan sistem teknologi yang kompleks. Penelitian oleh Mahameru dan kolega (2023) 

menunjukkan bahwa ketidakpastian dalam pembuktian kesalahan dapat menghalangi individu untuk 

mendapatkan ganti rugi yang layak. 

 

Hambatan Sinkronisasi antara Kedua Perangkat Hukum 

Sinkronisasi antara UU Perlindungan Data Pribadi dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPer) di Indonesia menghadapi berbagai hambatan signifikan. Salah satu hambatan utama adalah 

perbedaan pendekatan dalam pengaturan tanggung jawab. UU PDP menekankan pada perlindungan hak 

individu dan memberikan definisi yang lebih luas tentang pelanggaran data, sementara KUHPer lebih 

berfokus pada kesalahan (culpa) sebagai dasar pertanggungjawaban. 

Aruan (2024) mencatat bahwa perbedaan ini menciptakan ketidakpastian hukum. Misalnya, dalam 

kasus di mana data pribadi bocor tanpa adanya kesalahan yang jelas dari pihak pengelola, individu yang 

dirugikan mungkin kesulitan untuk mendapatkan ganti rugi karena KUHPer mengharuskan adanya bukti 

kesalahan. Selain itu, ketidakjelasan dalam mekanisme dan standar pembuktian dalam UU PDP juga 

menjadi hambatan, yang dapat menciptakan kebingungan bagi individu dan organisasi dalam menjalankan 

hak-hak mereka. 

Dalam analisisnya, Yudistira dan Ramadani (2023) menekankan pentingnya harmonisasi antara 

kedua perangkat hukum ini agar perlindungan data pribadi dapat dilaksanakan secara efektif. Mereka 
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berpendapat bahwa diperlukan regulasi yang lebih jelas dan koheren untuk memastikan bahwa hak-hak 

individu terlindungi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar hukum perdata. 

  

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis normatif untuk 

mengeksplorasi disharmonisasi antara Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data 

Pribadi (UU PDP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) terkait tanggung jawab perdata 

akibat kebocoran data pribadi. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dokumen hukum, jurnal 

ilmiah, dan literatur terkait yang relevan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yang 

mendalam untuk mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai pengaturan dan penerapan kedua 

perangkat hukum tersebut.  

Analisis data dilakukan dengan cara mengkategorikan informasi yang diperoleh berdasarkan tema-

tema yang muncul, seperti perlindungan hukum, tanggung jawab perdata, dan hambatan sinkronisasi antara 

kedua perangkat hukum. Selanjutnya, analisis komparatif dilakukan untuk membandingkan ketentuan 

dalam UU PDP dengan KUHPer dalam konteks tanggung jawab perdata. Penelitian ini juga akan 

menggunakan analisis yuridis untuk menilai efektivitas regulasi dan memberikan rekomendasi untuk 

perbaikan. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam 

memahami isu perlindungan data pribadi di Indonesia dan menawarkan solusi untuk meningkatkan 

sinkronisasi antara UU PDP dan KUHPer. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi 

pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dalam upaya melindungi data pribadi di era digital 

  

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Tanggung Jawab Perdata dalam UU PDP dan KUH Perdata Terhadap Kebocoran Data Pribadi 

Kebocoran data pribadi menjadi isu krusial di era digital, memicu perdebatan mengenai 

pertanggungjawaban hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Di Indonesia, pengaturan mengenai 

perlindungan data pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data 

Pribadi (UU PDP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Meskipun keduanya 

memiliki tujuan melindungi hak-hak individu, terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan dan 

mekanisme pertanggungjawaban yang diatur. 

UU PDP secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi, termasuk tanggung jawab 

pengendali data dan prosesor data dalam menjaga keamanan data pribadi. Pasal 46 UU PDP secara eksplisit 

menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan data pribadi dapat berakibat pada sanksi 

administratif, pidana, atau perdata . Dalam konteks tanggung jawab perdata, UU PDP mengamanatkan 

bahwa pengendali data bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat pemrosesan data pribadi yang 

melanggar ketentuan perundang-undangan . Hal ini mencakup kewajiban untuk memberikan kompensasi 

atau ganti rugi kepada subjek data yang dirugikan, baik secara materiil maupun immateriil. 

Di sisi lain, KUH Perdata mengatur mengenai perbuatan melawan hukum (PMH) dalam Pasal 

1365, yang dapat menjadi dasar gugatan perdata dalam kasus kebocoran data pribadi. Untuk mengajukan 

gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, penggugat harus membuktikan adanya unsur-unsur PMH, 
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yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dari pelaku, adanya kerugian yang diderita 

penggugat, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Dalam konteks kebocoran data 

pribadi, pembuktian unsur-unsur ini dapat menjadi tantangan, terutama dalam membuktikan adanya 

kesalahan dari pihak yang bertanggung jawab dan hubungan kausal antara kebocoran data dengan kerugian 

yang diderita. 

Perbedaan mendasar antara UU PDP dan KUH Perdata terletak pada fokus dan ruang lingkup 

pengaturan. UU PDP secara spesifik mengatur mengenai perlindungan data pribadi, sehingga lebih relevan 

dalam kasus kebocoran data pribadi. Sementara itu, KUH Perdata memiliki ruang lingkup yang lebih luas 

dan mengatur mengenai berbagai jenis perbuatan melawan hukum. Dalam konteks kebocoran data pribadi, 

UU PDP memberikan perlindungan yang lebih komprehensif dan spesifik dibandingkan dengan KUH 

Perdata. 

Namun, implementasi tanggung jawab perdata dalam UU PDP juga menghadapi tantangan. 

Aritonang, Zyetwill, dan Handayani (2025) menekankan perlunya harmonisasi antara UU PDP dan KUH 

Perdata, terutama dalam hal pembuktian kesalahan dan penentuan besaran ganti rugi. Ketidakjelasan dalam 

mekanisme dan standar pembuktian dalam UU PDP dapat menghambat individu untuk mendapatkan 

kompensasi yang layak atas kerugian yang mereka alami. 

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperjelas mekanisme ganti rugi, menyederhanakan 

proses hukum, dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka terkait perlindungan 

data pribadi. Selain itu, pembentukan lembaga independen pengawas perlindungan data pribadi, 

sebagaimana diamanatkan dalam UU PDP, juga krusial untuk memastikan pengawasan dan penegakan 

hukum yang efektif. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tanggung jawab perdata dalam UU PDP dapat 

berfungsi secara optimal, memberikan keadilan bagi individu yang dirugikan dan menciptakan efek jera 

bagi pelaku pelanggaran data pribadi. 

Tanggung jawab perdata dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data 

Pribadi (UU PDP) merupakan pilar penting dalam melindungi hak-hak individu yang datanya diproses. UU 

PDP mengamanatkan bahwa pengendali data bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat 

pemrosesan data pribadi yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Tanggung jawab ini mencakup 

kewajiban untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada subjek data yang dirugikan, baik secara 

materiil maupun immateriil 

Namun, implementasi tanggung jawab perdata dalam UU PDP tidaklah tanpa tantangan. Aritonang, 

Zyetwill, dan Handayani (2025) menekankan perlunya harmonisasi antara UU PDP dan KUHPerdata, 

terutama dalam hal pembuktian kesalahan dan penentuan besaran ganti rugi. KUHPerdata menganut prinsip 

kesalahan (culpa) sebagai dasar pertanggungjawaban, yang berarti korban pelanggaran data harus 

membuktikan adanya kelalaian atau kesalahan dari pihak pengendali data. Proses pembuktian ini seringkali 

rumit, terutama dalam kasus kebocoran data yang melibatkan sistem teknologi yang kompleks. 

Makarim (2020) menyoroti bahwa meskipun UU PDP telah memberikan kerangka hukum yang 

lebih jelas, masih terdapat kekosongan dalam hal mekanisme pengajuan klaim ganti rugi. Ketidakjelasan 

ini dapat menghambat individu untuk mendapatkan kompensasi yang layak atas kerugian yang mereka 

alami. Lebih lanjut, Pasal 46 UU No. 27 Tahun 2022 mengindikasikan bahwa kegagalan melindungi data 

pribadi dapat ditindak secara administratif, pidana, atau perdata. Namun, Pasal 57 hanya menyebutkan 
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sanksi administratif, seperti peringatan tertulis, penghentian sementara, penghapusan data, atau denda 

administratif hingga 2% dari pendapatan tahunan. 

Dalam konteks ini, konsep vicarious liability dapat menjadi solusi untuk mengatasi ketidakjelasan 

konsep pertanggungjawaban dalam UU PDP. Konsep ini menekankan unsur relevansi antara perbuatan 

hukum dengan kerugian sebagai dalih utama klaim pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami. 

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperjelas mekanisme dan standar pembuktian dalam 

UU PDP, serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka terkait perlindungan data 

pribadi. Pembentukan lembaga independen pengawas perlindungan data pribadi, sebagaimana diamanatkan 

dalam UU PDP, juga krusial untuk memastikan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Lembaga 

ini diharapkan dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan (out of court) terkait 

perlindungan data pribadi di ranah digital. 

Dengan demikian, tanggung jawab perdata dalam UU PDP memiliki potensi besar untuk 

melindungi hak-hak individu dan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran data pribadi. Namun, 

diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi tantangan implementasi dan memastikan bahwa 

mekanisme ini dapat berfungsi secara optimal. 

  

Hambatan Sinkronisasi UU PDP dan KUH Perdata Terkait Kebocoran Data Pribadi 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah dua perangkat hukum yang relevan dalam 

menangani kasus kebocoran data pribadi di Indonesia. Meskipun keduanya bertujuan untuk melindungi 

hak-hak individu, terdapat sejumlah hambatan dalam sinkronisasi keduanya, terutama dalam konteks 

kebocoran data pribadi. 

Salah satu hambatan utama adalah perbedaan fokus dan ruang lingkup pengaturan. UU PDP secara 

spesifik mengatur mengenai perlindungan data pribadi, termasuk definisi data pribadi, prinsip-prinsip 

pemrosesan data, hak-hak subjek data, serta kewajiban dan tanggung jawab pengendali data dan prosesor 

data. UU PDP juga mengatur mengenai sanksi administratif, pidana, dan perdata bagi pelanggaran 

ketentuan perlindungan data pribadi. Sementara itu, KUH Perdata memiliki ruang lingkup yang lebih luas 

dan mengatur mengenai berbagai aspek hukum perdata, termasuk perbuatan melawan hukum (PMH) yang 

diatur dalam Pasal 1365. 

Dalam konteks kebocoran data pribadi, UU PDP memberikan dasar hukum yang lebih spesifik dan 

komprehensif dibandingkan dengan KUH Perdata. UU PDP secara eksplisit mengatur mengenai tanggung 

jawab pengendali data dalam menjaga keamanan data pribadi dan memberikan ganti rugi kepada subjek 

data yang dirugikan akibat kebocoran data. Namun, implementasi tanggung jawab perdata dalam UU PDP 

masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pembuktian kesalahan dan penentuan besaran ganti rugi. 

KUH Perdata, di sisi lain, dapat digunakan sebagai dasar gugatan perdata dalam kasus kebocoran 

data pribadi melalui Pasal 1365 tentang PMH. Namun, untuk berhasil mengajukan gugatan berdasarkan 

Pasal 1365 KUH Perdata, penggugat harus membuktikan adanya unsur-unsur PMH, yaitu adanya perbuatan 

melawan hukum, adanya kesalahan dari pelaku, adanya kerugian yang diderita penggugat, dan adanya 

hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Pembuktian unsur-unsur ini dapat menjadi sulit, terutama 

dalam kasus kebocoran data yang melibatkan sistem teknologi yang kompleks. 
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Hambatan sinkronisasi lainnya adalah perbedaan prinsip dasar yang digunakan. UU PDP menganut 

prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak, di mana pengendali data bertanggung jawab atas 

kerugian yang timbul akibat kebocoran data, terlepas dari apakah ada kesalahan atau kelalaian dari pihak 

pengendali data. Sementara itu, KUH Perdata menganut prinsip kesalahan (culpa), di mana pelaku hanya 

bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya jika terdapat unsur kesalahan atau 

kelalaian. Perbedaan prinsip ini dapat menimbulkan kesulitan dalam menentukan dasar 

pertanggungjawaban dalam kasus kebocoran data pribadi. 

Selain itu, terdapat ketidakjelasan dalam mekanisme dan prosedur pengajuan gugatan perdata 

dalam UU PDP. UU PDP tidak mengatur secara rinci mengenai bagaimana subjek data yang dirugikan 

dapat mengajukan gugatan perdata kepada pengendali data yang bertanggung jawab atas kebocoran data. 

Hal ini dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat. 

Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan upaya harmonisasi dan sinkronisasi antara 

UU PDP dan KUH Perdata. Pemerintah perlu mengeluarkan peraturan pelaksana yang lebih rinci mengenai 

mekanisme dan prosedur pengajuan gugatan perdata dalam UU PDP, termasuk standar pembuktian, 

penentuan besaran ganti rugi, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Selain itu, perlu adanya peningkatan 

kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak mereka terkait perlindungan data pribadi, serta 

peningkatan kapasitas penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kebocoran data. 

Dengan adanya harmonisasi dan sinkronisasi antara UU PDP dan KUH Perdata, diharapkan 

perlindungan hukum terhadap korban kebocoran data pribadi dapat ditingkatkan, dan pelaku pelanggaran 

data pribadi dapat diberikan sanksi yang setimpal. Hal ini akan menciptakan ekosistem digital yang lebih 

aman dan terpercaya bagi masyarakat Indonesia 

  

Arah Reformulasi Hukum Perdata untuk Merespons Isu Perlindungan Data Pribadi 

Perlindungan data pribadi telah menjadi isu krusial di era digital ini. Peningkatan volume data yang 

dikumpulkan, diproses, dan dibagikan secara global menuntut adanya kerangka hukum yang kuat dan 

adaptif. Hukum perdata, sebagai landasan yang mengatur hubungan antarindividu dan badan hukum, perlu 

direformulasi untuk secara efektif merespons tantangan-tantangan baru yang muncul dalam konteks 

perlindungan data pribadi. 

Salah satu arah reformulasi yang mendesak adalah memperkuat hak-hak subjek data. UU PDP telah 

memberikan sejumlah hak kepada individu terkait data pribadi mereka, seperti hak untuk mengakses, 

memperbaiki, menghapus, dan membatasi pemrosesan data . Namun, implementasi hak-hak ini dalam 

praktik masih menghadapi berbagai kendala. Hukum perdata perlu memberikan mekanisme yang lebih jelas 

dan efektif bagi individu untuk menggunakan hak-hak mereka, termasuk hak untuk mendapatkan ganti rugi 

atas pelanggaran data pribadi . 

Selain itu, hukum perdata perlu mengatur secara lebih komprehensif mengenai tanggung jawab 

pengendali data dan prosesor data. UU PDP telah menetapkan kewajiban bagi para pihak ini untuk menjaga 

keamanan data pribadi dan mematuhi prinsip-prinsip pemrosesan data . Namun, perlu adanya pengaturan 

yang lebih rinci mengenai standar keamanan data yang harus dipenuhi, prosedur penanganan kebocoran 

data, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Dalam hal terjadi kebocoran data, 

bank bertanggungjawab atas kelalaian dalam menjaga data nasabah berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 
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Prinsip accountability juga perlu diintegrasikan ke dalam hukum perdata. Pengendali data harus 

dapat menunjukkan bahwa mereka telah mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi data 

pribadi dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat mencakup penerapan sistem 

manajemen keamanan informasi, pelatihan karyawan, serta audit dan evaluasi berkala . 

Selanjutnya, hukum perdata perlu merespons perkembangan teknologi baru yang dapat 

memengaruhi perlindungan data pribadi. Misalnya, penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam pemrosesan 

data menimbulkan tantangan baru terkait transparansi, akuntabilitas, dan potensi diskriminasi . Hukum 

perdata perlu mengatur mengenai penggunaan AI dalam pemrosesan data pribadi, termasuk kewajiban 

untuk melakukan penilaian dampak privasi, memperoleh persetujuan yang jelas dan terinformasi, serta 

memastikan adanya pengawasan manusia atas keputusan yang diambil oleh sistem AI. 

Kontrak elektronik juga menjadi penting dalam reformulasi hukum perdata. Dalam era digital, 

banyak transaksi yang dilakukan secara online melalui kontrak elektronik. Hukum perdata perlu 

memastikan bahwa kontrak elektronik memuat ketentuan yang jelas dan adil mengenai perlindungan data 

pribadi, termasuk bagaimana data akan dikumpulkan, digunakan, dan dibagikan. Konsumen harus 

diberikan informasi yang memadai mengenai praktik perlindungan data dari penyedia layanan, serta hak 

untuk menarik persetujuan mereka kapan saja. 

Selain itu, perlu adanya harmonisasi antara hukum perdata dan hukum sektor lain yang relevan 

dengan perlindungan data pribadi, seperti hukum konsumen, hukum kesehatan, dan hukum keuangan . Hal 

ini bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang konsisten dan komprehensif yang melindungi data 

pribadi di berbagai sektor. 

Reformulasi hukum perdata juga perlu mempertimbangkan dimensi internasional. Data pribadi 

seringkali ditransfer melintasi batas negara, sehingga diperlukan adanya kerjasama internasional dan 

harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk memastikan perlindungan data pribadi yang efektif di 

tingkat global . 

Dalam proses reformulasi hukum perdata, penting untuk melibatkan berbagai pemangku 

kepentingan, termasuk pemerintah, pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi. Hal ini 

bertujuan untuk memastikan bahwa reformulasi tersebut mencerminkan kebutuhan dan kepentingan semua 

pihak, serta menghasilkan solusi yang efektif dan berkelanjutan. 

Dengan melakukan reformulasi hukum perdata yang komprehensif dan adaptif, Indonesia dapat 

menciptakan lingkungan hukum yang kondusif bagi perlindungan data pribadi di era digital. Hal ini akan 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi digital, mendorong inovasi, serta melindungi 

hak-hak individu. 

 

 

KESIMPULAN 

Kebocoran data pribadi menuntut sistem hukum Indonesia untuk tidak hanya bersandar pada norma 

klasik hukum perdata, tetapi juga memperbaruinya agar responsif terhadap era digital. Sinkronisasi antara 

UU PDP dan KUHPer merupakan langkah krusial untuk menciptakan perlindungan hukum yang adil, jelas, 

dan adaptif terhadap dinamika teknologi. Tanpa sinkronisasi ini, korban kebocoran data akan terus berada 

dalam ketidakpastian hukum. 
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Dalam era digital yang terus berkembang, perlindungan data pribadi menjadi isu hukum yang 

semakin penting dan kompleks. Meskipun Indonesia telah mengambil langkah signifikan dengan 

pengesahan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), terdapat 

tantangan besar dalam menyelaraskan ketentuan UU PDP dengan sistem hukum perdata yang masih 

berbasis pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berasal dari periode kolonial. 

Dari analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat disharmoni antara ketentuan UU 

PDP dan KUHPer yang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi subjek data yang terkena dampak 

kebocoran data pribadi. Meskipun UU PDP memberikan hak atas ganti rugi, mekanisme dan standar 

pembuktiannya masih belum jelas, dan sistem pertanggungjawaban dalam KUHPer kurang responsif 

terhadap dinamika isu digital yang berkembang. 

Oleh karena itu, reformulasi kerangka hukum perdata sangat diperlukan untuk menciptakan sistem 

yang lebih progresif dan adaptif. Hal ini meliputi pengaturan yang lebih jelas mengenai hak-hak subjek 

data, tanggung jawab pengendali data, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Dengan 

langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan data pribadi di Indonesia dapat ditingkatkan, memberikan 

kepastian hukum, dan melindungi hak-hak individu di era digital. 
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